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terpisah dari kegiatan utama.
Ratiohgis uUKetenagakerjaan meng-

haruskan pemborongan pekerjaan di-
lakukan diluarkantor ataulingkurgan

I

an, mana aturanyangharus ditaati.
Kebijakan oplosan tersebut semakin

dayanya pemerintah dalammengawasi.
Ketidakberdayaan pegawaipengawas
ketenagakerjaan tersebut disebabkan
banyak faktor. Baik karena jumlahnya
sangat tidak memadai lantaran ter-

Pelanggaran dengan menyalahgu_
nakan outsourcingitu semakin men-

Oleh

faatkan kebolehan melakukah out-
so urcing, tapi membuan g syarat-syarat
yang harus dipenuhi. Alhasil, segala

memperkeruhbeleid tentangoutsourcing sesuatu pekerjaan di.-outsourcing-l,an, f;tersebut. Dalam SE itu dikatakan, baikitu kegiatan utama maupunke-pemborongan boleh dilakukan di giatan penunjang.

yang membawahkan perusahaan
BUMN, melainkan imbas kebijakan
yang dibuat Kementerian Tenaga
Kerjadan Transmigrasi (Kemenaker-
trans). Persoalan utamanya justru
sebenarnya di Kemenakertrans yang
merupakan pembuat sertapengawas
regulasi di bidang ketenagakerjaan.

Sebagaipembuat regulasi, Menaker-
tans telah mengeluarkan dua beleid
pentingyang berkaitan dengan ou\ourc-
ing.Yait.t, Permenakertrans No I g Tahun

Isi Permenakertrans 19 dikatakan

perusahaankarena
kerjaanmerupakan

lalu sedikit maupun sarana dan pra-
sarana yang tidak memadai.

anggaran pemerintah untuk pekerja_
an pengawasan itu sangat minim.
Bayangkan, tunjangan pengawas ha-
nya ratusan ribu rupiah untuk setiap
pengawas per bulan. Selain itu, tidak
ada anggaran untuk transportasi
pengawas. Alhasil, pengawas kete-
nagakerjaan hanya bisa thenguk-
thenguk di kantor.

*) Dosen hukum perburuhan
Fakultas Hukum [Jniuersitas

anpemberi kerja. Norma itumenan-
dakan bahwa pembuat kebijakan tidak jamur karena didukung tidak ber-

jaan, bukan pengalihanpekerja orang.
Iikayangmau dialihkan adalah peker-19 itu adalah memberikan otoritas ja, hal itu harus melalui skema PPIP,penuh kepada asosiasi sektor usaha bukan pemborongan. Iika SEMenaker-unfukmenentukan sektor utama dan

Itulah yang saya namakan
oplosan. Yalcri, pemerintah,

pemboronganpe-
pengalihanpeker-

kebijakan
dalamhal

lakukan ouAourcizg, melainkan mem_
borongkan pekerjaan tersebut.tu, pengusaha akan menenhrkan se-

bertentangan dengan
kerjaan karena tidak

UU Ketenaga-
membedakan

!4y_" perusahaan outso urcing y ang
PPIP harus berbentuk perseroan ter_

Airlangga


